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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Repayment capacity 

1. Pengertian Repayment Capaity 

Repayment capacity adalah metode untuk mengukur 

kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Repayment 

capacity didefinisikan sebagai metode yang digunakan untuk 

menentukan persetujuan kredit dengan cara penilaian kemampuan 

nasabah berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi (omzet usaha, 

usia) dalam mengembalikan kredit.
1
 Tujuan repayment capacity 

merupakan sebuah cara agar bank dapat menilai dan menentukan 

calon pemohon kredit untuk dapat melunasi pinjaman sesuai dengan 

waktu dan jumlah yang akan dilunasi.
 2

 Repayment capacity menjadi 

sangat penting untuk mengetahui serta melakukan analisis pada 

pendapatan serta penjualan calon debitur agar bank dapat melihat 

apakah calon debitur bisa memenuhi kewajiban dalam membayar 

kredit.
3
 Jadi, penulis dapat menyimpulakan pengertian repayment 

capacity berdasarkan pendapat di atas sebagai penerapan metode yang 

dilakukan oleh bank maupun non bank  untuk menilai dan 
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menentukan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan 

sesuai dengan waktu yang disepakati. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Repaymnet Capacity 

Penilaian repayment capacity dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu omzet, pengeluaran rumah tangga, dan lamanya usaha.
4
 

Faktor-faktor tersebut menentukan nilai repayent capacity jika 

semakin tinggi nilai repayment capacity, maka tingkat penunggakan 

akan menurun, sedangkan terdapat perbedaan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Teresa, dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi repayment capacity secara signifikan 

diantaranya adalah usia dan omzet usaha.
5
 Nilai repayment capacity 

akan jauh lebih besar sesuai dengan perolehan omzet yang didapat, 

namun faktor usia yang semakin dewasa menjadikan nilai repayment 

capacity justru semakin kecil. Nilai repayment capacity dapat menjadi 

poin utama bagi calon nasabah untuk menentukan diterima tidaknya 

pengajuan pembiayaan.  

Sesuai dengan definisi yang telah disimpulkan, repayment 

capacity memiliki fungsi penting jika dapat dilaksanakan dengan baik. 

Berikut adalah fungsi dari repayment capacity bagi Lembaga 

Keuangan Syariah:
6
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a. Mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga, 

mendatangkan pengaruh baik  terhadap tingkat pengembalian 

kredit/pembiayaan. 

b. Repayment capacity berfungsi untuk menentukan jenis 

pembiayaan dan besaran angsuran yang diberikan kepada calon 

nasabah. 

3. Perhitungan Repayment Capacity 

Risiko terburuk dalam pencairan kredit adalah kredit macet, 

maka seorang account officer harus cermat dalam menghitung 

repayment capacity. Kecermatan dan ketelitian dalam menghitung 

repayment capacity menjadi kunci titik awal kualitas kredit. Berikut 

adalah cara perhitungan repayment capacity calon debitur:
7
 

a. Inventarisir data keuangan, hitung jumlah seluruh pendapatan 

tetap dan tamahan secara detail 

b. Hitung semua biaya operasional usaha yang dijalankan calon 

debitur (biaya pembelian bahan baku, biaya upah pegawai, biaya 

pemeliharaan kendaraan atau bangunan, biaya transportasi, dan 

biaya operasional lainnya). 

c. Hitung seluruh biaya non operasional (biaya risiko keluarga, 

pendidikan anak, listrik, angsuran lain, biaya tidak terduga). 

 

 

                                                           
7
 Supramono dan  Muhamad, “Repayment Capacity dalam Mitigasi Risisko Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) PT Bank X (Persero) Tbk Cabang Bogor,” MONETER: , Jurnal Keuangan dan Perbankan 

7, no. 2 (2019): 64. 



19 

 

 
 

B. Pembiayaan Musyarakah 

1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah 

Musyarakah atau yang dikenal dengan syirkah secara 

terminologi memiliki makna sebagai sebuah kesepakatan dalam 

kepemilikan hak untuk melakukan pendayagunaan harta. Musyarakah 

merupakan salah satu akad pembiayaan yang memiliki prinsip dasar 

berupa kerja sama.
8
 Pelaksanaan akad berupa penyatuan modal antara 

kedua belah pihak sehingga dapat dikelola untuk kerjasama. 

Kerjasama yang dijalankan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan 

dari usaha yang telah berjalan. 

Terdapat pendapat lain dari para ulama mengenai musyarakah, 

menurut mazhab Hanafiah musyarakah adalah pelaksanaan akad 

antara dua pihak yang melakukan kerjasama dalam permodalan untuk 

memperoeleh keuntungan. Menurut mazhab Syafi’i, musyarakah 

merupakan ketentuan hak terhadap sesuatu atas dua orang atau lebih 

yang melakukan kerjasama dengan masyhur. Menurut mazhab Maliki, 

musyarakah dilakukan dengan memberikan wewenang kepada kedua 

mitra kerja untuk mengatur permodalan bersama.
9
 Ketiga mazhab 

tersebut memiliki maksud yang sama yakni musyarakah dilakukan 

dengan cara kerjasama. 

Berdasarkan pada fatwa nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

pembiayaan musyarakah: musyarakah merupakan pembiayaan 
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berdasarkan akad kerjasama dari dua pihak atau lebih untuk 

menjalankan usaha tertentu; kontribusi dana dari masing-masing pihak 

sesuai dengan nisbah yang telah disepakati; risiko ditanggung bersama 

sama.
10

 Melalui pendapat dari mazhab para ulama dan fatwa Majelis 

Ulama Indonesia diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang memiliki prisip 

kerjasama baik dalam proporsi modal dan risiko yang ditanggung oleh 

kedua belah pihak. 

2. Landasan Syariah Musyarakah 

Pembiayaan musyarakah berlandaskan atas dasar hukum islam 

yang mengacu pada dalil-dalil Al-Qur’an, Hadis dan ijma yaitu:
11

 

a. Al-Qur’an surah An-Nisa’ (4): 12 

 … فاَِنْ كَانُ وْْٓا اكَْثَ رَ مِنْ ذٰلِكَ فَ هُمْ شُركََاۤءُ فِِ الث ُّلُثِ 
Artinya: 

… Maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga 

itu… (Q.S. An-Nisa’ [4]: 12)
12

 

b. Al-Qur’an Surah Shad (38): 24 

نَ الْْلَُطاَۤءِ ليََ بْغِيْ بَ عْضُهُمْ عَلٰى بَ عْضٍ اِلََّّ الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا وَ  اِنَّ كَثِي ْراً مِّ
لِحٰتِ وَقلَِيْلٌ مَّا هُمْ    وَعَمِلُوا الصّٰ

Artinya: 

Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat 

zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. 

(Q.S. Sad’ [38]: 24)
13
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  Adapun dalam surat An-Nisa (4) ayat 12 menjelaskan 

pengertian syirkah yang merupakan bentuk kerjasama atau 

bersekutu dalam memiliki harta dari warisan. Sementara dalam 

surat Sad (38) ayat 24 dijelaskan  mengenai akad musyarakah 

yang menunjukan sebuah perkongsian atau kerjasama dalam 

mengerjakan kebaikan dan berkomitmen dalam pengelolaanya. 

Berdasarkan kedua ayat tersebut, syirkah merupakan bentuk 

kerjasama dalam kepemilikan modal sehingga kedua belah pihak 

sepakat mengelola untuk mendapatkan keuntungan secara amanah 

dan bertanggungjawab. 

c. Hadis riwayat abu daud yang telah disahihkan oleh Al-Hakim dari 

Abu Hurairah 

إِنَّ اَلله تَ عَالََ يَ قُوْلُ: أَنََ ثََلِثُ الشَّريِْكَيِْْ مَا لََْ يََُنْ أَحَدُهُُاَ صَاحِبَهُ، فإَِذَا 
 .خَانَ أَحَدُهُُاَ صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَ يْنِهِمَا

Artinya: 

Allah swt. berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang 

yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati 

pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar 

dari mereka. (HR. Abu Daud no. 2936)
14

 

3. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah 

Cara kerja pembiayaan musyarakah berdasarkan teknis 

perbankan memiliki keunikan tersendiri berikut ketentuan atas akad 

musyarakah: 

a. Dapat berbentuk uang tunai atau aset yang dapat dicairkan; 

b. Dana dipakai untuk modal usaha atau rencana kerja bersama; 
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c. Dana tidak dapat digunakan untuk pemberian pinjaman bagi 

pihak ketiga. 

Ketentuan umum pada produk pembiayaan musyarakah adalah 

sebagai berikut: 

a. Semua modal dari kedua belah pihak disatukan menjadi modal 

usaha musyarakah yang dikelola secara bersama-sama. Terdapat 

ketentuan bagi setiap pemilik modal untuk dapat menentukan 

gambaran atau kebijakan usaha yang akan dilaksanakan oleh 

pelaksana usaha. 

b. Biaya dan jangka waktu pelaksanaan usaha harus diketahui oleh 

kedua belah pihak. Keuntungan yang didapat dibagi sesuai 

dengan kesepakatan diawal akad, sedangkan untuk kerugian, 

dihitung sesuai dengan kontribusi modal. 

c. Usaha yang akan dijalankan harus dicantumkan pada awal akad. 

Ketika berakhirnya kerjasama usaha, nasabah memiliki kewajiban 

untuk mengembalikan dana dan bagi hasil yang telah disepakati 

kepada pihak lembaga keuangan baik bank/non bank.
15

 

4. Tujuan Pembiayaan Musyarakah 

Pemberian sebuah pembiayaan pada dasarnya memiliki tujuan 

baik secara makro maupun mikro. Secara makro, tujuan pembiayaan 

untuk meningkatkan perekonomian dengan cara menunjang 

ketersediaan dana bagi para pelaku usaha untuk dapat meningkatkan 

produktivitas, usaha, membuka lapangan pekerjaan. Secara mikro 
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pembiayaan ditujukan untuk meminimalisir risiko, pemanfaatan 

kelebihan dana, pendayagunaan sumber ekonomi sehingga dapat 

memaksimalkan perolehan keuntungan.
16

 

C. Risiko pembiayaan 

1. Definisi Risiko Pembiayaan 

Risiko pada dasarnya adalah sebuah ketidakpastian yang akan 

mendatangkan kerugian.
17

 Kerugian yang terjadi kemungkinan akan 

berakibat buruk baik pada keuangan maupun sebuah usaha. Risiko 

yang muncul dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. 

Sebagaimana dari teori diatas, maka dapat disimpulkan risiko 

merupakan ketidakpastian berdasarkan faktor internal dan eksternal 

yang akan membawa kerugian serta penyimpangan dari hasil yang 

diharapakan. 

Pembiayaan pada dasarnya adalah definisi dari kata kredit 

yaitu penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (pemberi 

modal) atas dasar kecercayaan kepada pihak lain (nasabah) 

berdasarkan dengan waktu pengembalian modal yang telah disepakati. 

Maka dari itu, pembiayaan memiliki arti sempit sebagai pendanaan 

yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada calon nasabah.
18

 

Penyediaan modal yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara 

pihak lembaga keuangan bank/non bank dengan pihak lain yang 
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memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana dengan perhitungan 

imbal hasil di awal akad dalam waktu yang telah ditentukan.
19

 

Adapun penjelasan tentang pembiayaan terdapat dalam Al-

Qur’an surat Al-Maidah (5) ayat 1 : 

عَلَيْكُمْ ايَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْْٓا اوَْفُ وْا بِِلْعُقُوْدِ  احُِلَّتْ لَكُمْ بََيِْمَةُ الَّْنَْ عَامِ اِلََّّ مَا يُ ت ْلٰى 
َ يََْكُمُ مَا يرُيِْدُ  رَ مُُِلِّى الصَّيْدِ وَانَْ تُمْ حُرُمٌ  اِنَّ اللّّٰ  غَي ْ

Artinya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak 

dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan 

tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau 

umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang 

Dia kehendaki. (Q.S. Al-Maidah’ [5]: 1)
20

 

Ayat ini menjelaskan perintah Allah kepada setiap orang yang 

beriman untuk menepati janji yang telah dibuat atau diikrarkan baik 

kepada Allah maupun dengan sesama manusia. Janji-janji seperti 

halnya perkawinan, perdagangan, dan lain sebagainnya selama janji 

tersebut masih sesuai dan tidak melanggar syariat islam. 

Munculnya risiko pembiayaan dikarenakan Bank tidak 

mendapatkan kembali angsuran serta bagi hasil dari pembiayaan yang 

telah diberikan. Mudahnya bank dalam memberikan pinjaman menjadi 

masalah utama karena bank mendapat tuntutan untuk memanfaatkan 

kelebihan liquiditas, sehingga risiko kredit menjadi semakin tinnggi 

karena kurang cermatnya proses penilaian terhadap nasabah, risiko 

kredit dapat diperparah dengan adanya kondisi suatu Negara yang 
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mengalami krisis atau resesi.
21

 Berdasarkan  definisi pembiayaan yang 

telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa risiko 

pembiayaan merupakan risiko yang muncul akibat dari kegagalan atau 

ketidakmampuan pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban pada 

jumlah dan waktu yang telah disepakati.  

2. Identifikasi risiko pembiayaan musyarakah 

Akad musyarakah yang pada prinsipnya adalah akad 

kerjasama, dimana peuang risiko yang muncul akan jauh lebih besar 

dibandingkan dengan akad lainnya. Akad kerjasama dalam 

pembiayaan musyarakah memiliki tujuan untuk mendapatkan profit 

melalui usaha, sedangkan besaran keuntungan yang diperoleh sangat 

bergantung pada tingkat kelancaran usahanya.  

Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang 

memiliki prinsip kerjasama. Begitupun risiko yang teridentifikasi 

dalam pembiayaan musyarakah dapat terjadi pada saat proses usaha 

yang dimodali sedang berjalan. Berlakunya prinsip profit loss sharing 

memungkinkan terjadinya risiko pembiayaan pada usaha karena 

kondisi financial distress sehingga memungkinkan terjadinya 

kerugian. Perihal kondisi tersebut, terdapat dua kemungkinan yang 

akan terjadi:
22
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1) Apabila nasabah mengalami kerugian, bank syariah akan 

kehilangan modal yang telah digunakan untuk membiayai usaha 

dalam kesepakatan pembiayaan musyarakah. 

2) Nasabah masih memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi 

kewajiban membayar kepada bank, akan tetapi presentase bagi 

hasil yang diterima bank akan jauh lebih sedikit dibandingkan 

dengan yang diharapkan. 

3) Berbeda halnya dengan pembiayaan musyarakah Mutanaqishah, 

risiko pembiayaan yang muncul berupa ketidakmampuan nasabah 

dalam membeli porsi kepemilikan bank syariah secara periodik. 

3. Meminimalisir risiko pembiayaan 

Peluang bank dalam menghindari risiko gagal bayar ada pada 

setiap transaksi pembiayaan yang diberikan kepada calon debitur. 

Kredit/pembiayaan yang mengalami gagal bayar dapat disebabkan 

oleh faktor internal berupa penyimpangan moral atau tidak amanahnya 

debitur. Faktor eksternal yang menyebabkan risiko adalah keadaan 

ekonomi seperti krisis, resesi, pandemi yang menyebabkan debitur 

tidak dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran.  Penilaian 

kredit/pembiayaan perlu dilakukan bank untuk memperkecil peluang 

risiko adanya gagal bayar. Penilaian kredit/pembiayaan dapat 

dilakukan dengan menerapkan beberapa prinsip penilaian diantaranya 

adalah analisis 5C.
23
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a. Prinsip 5C 

1) Character 

Sifat dan watak calon debitur menjadi kepentingan 

dalam analisis kredit/pembiayaan. Tujuan analisis character 

calon debitur yakni untuk memberikan kepastian kepada 

KPS/KSPPS bahwasannya sifat dan watak calon debitur 

dapat dipercaya. Makna kata character adalah sebuah 

“kemauan” bagi calon debitur dalam membayar pinjaman 

atau pembiayaan beserta bunga/bagi hasilnya. Calon debitur 

yang amanah pasti memiliki itikad yang baik untuk 

memenuhi kewajiban dengan berbagai macam usaha.
24

 

Analisi karakter dapat digali dari pihak lain untuk endapatkan 

informasi calon debitur yang valid.
25

  

2) Capacity 

Kemampuan (capacity) bermakna pada kesanggupan 

calon debitur dalam memenuhi kewajiban membayar krdit. 

Kelancaran pembayaran kredit berhubungan dengan 

kemampuan calon debitur dalam mengelola usaha sehingga 

bisa menghasilkan laba maksimal. Bank sebelum 

memberikan kredit, akan melihat kinerja dari usaha calon 

debitur, apabila usaha tersebut memiliki prospek yang baik 

maka bank layak untuk memberikan kredit. Kelayakan 

penilaian debitur terhadap cara memanajement juga penting 

                                                           
24

 Iswi Hariyani, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet (Jakarta: Elex Media 

Komputindo, 2010), 35.  
25
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agar bank meyakini bahwa usaha dapat dikelola denga baik, 

namun sebaliknya jika prospek usaha mengalami penurunan, 

maka bank berhak untuk menolak memberikan 

kredit/pembiayaan.
26

 Lain halnya jika usaha calon debitur 

mengalami penurunan akibat kekurangan modal, bank dapat 

memberikan kredit atau tambahan dana untuk menunjang 

usahanya menjadi lebih baik.
27

 

3) Capital 

Analisis capital atau modal dilakukan bank dengan 

melihat kecukupan modal serta untuk mengetahui sumber-

sumber pembiayaan yang dikelola atas rencana usaha yang 

akan dibiayai oleh bank. Modal usaha tidak sepenuhnya 

ditanggung oleh bank, sehingga calon debitur harus 

menyiapkan dana baik dari sumber lain ataupun modal 

sendiri. Jadi dapat disimpulkan bank hanya memiliki peran 

sebagai penyedia tambahan modal.
28

 

4) Collateral 

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon 

debitur kepada bank baik dalam bentuk fisik maupun non 

fisik. Ketentuan besaran nilai jaminan harus melebihi 

nominal pengajuan kredit/pembiayan. Fungsi dari jaminan ini 

sebagai alat pelindung bagi bank dari risiko gagal bayar. 

                                                           
26

 Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2014), 205. 
27

 Prima Andreas Siregar dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Medan: Yayasan Kita 

Menulis, 2021), 149. 
28

 Rio Christiawan, Hukum Pembiayaan Usaha (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 8. 



29 

 

 
 

Bank harus lebih teliti dalam menilai keabsahan dokumen 

dan kemudahan liquidasi jaminan yang diberikan oleh 

debitur. 

5) Condition of economi 

Penilaian terhadap kondisi keuangan calon debitur 

yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pada masa itu. 

Perekonomian yang kurang stabil dapat membuka peluang 

risiko gagal bayar sehingga, pemberian kredit/pembiayaan 

pada sektor tertentu harus ditunda sampai kondisi mulai 

membaik.
29

 Kondisi ekonomi berasal dari faktor ekonomi 

secara mikro (lingkungan eksternal usaha memiliki pengaruh 

besar kepada perkembangan usaha )maupun makro (kondisi 

ekonomi negara yang akan mempengaruhi arus pedagangan 

maupun mobilitas masyarakat).
30

 

Meminimalisir risiko pembiayaan musyarakah dapat dilakukan 

dengan pengelolaan pembiayaan syariah dengan metode repayment 

capacity. Sesuai dengan prosedur manajemen pembiayaan syariah, 

repayment capacity merupakan tahap dari analisis dan persetujuan 

pembiayaan. Tujuan dari proses analisis tersebut adalah untuk 

menghindari adanya kemungkinan gagal bayar oleh nasabah. Analisis 

pembiayaan merupakan proses yang dilakukan untuk mendapatkan 

kepastian dalam mengambil keputusan dalam menyetujui atau menolak 

pengajuan pembiayaan. Repayment capacity adalah metode yang 

                                                           
29

 Ahmad Subagyo, Manajemen Pembiayaan Mikro (Yogyakarta: Deepublish Publiser, 2021), 27. 
30

 Edi Susilo, Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2017), 148. 



30 

 

 
 

diterapkan dalam manajemen pembiayaan syariah melalui tahap analisi 

pembiayaan secara kualitatif. Analisis kualitatif ini berguna untuk dapat 

mengetahui kemampuan calon nasabah dalam mengelola usaha agar 

dapat memenuhi kewajiban dalam mengembalikan pinjaman. Berikut 

adalah aspek yang dinilai pada tahap analisis pembiayaan:
31

 

a. Aspek manajemen 

Analisis aspek manajemen lebih ditujukan pada 

kemampuan untuk mengelola baik cerara individu maupun dalam 

mengelola usahanya. biasanya pihak perbankan menerapkan trade 

checking dan bank checking untuk dapat menggali informasi dari 

nasabah agar proses analisis pembiayaan bisa dilaksanakan. 

b. Aspek teknik produksi 

Penilaian ini hanya dikategorikan pada pembiayaan 

produktif. Analisis Aspek teknik produksi yang dilakukan 

perbankan meliputi tempat/lokasi berdiriya usaha, tenaga kerja atau 

Sumber Daya Manusia, kapasitas produksi, sarana dan prasarana 

yang memadai. 

c. Aspek pemasaran 

Analisis pemasaran dinilai sangat penting karena besarnya 

progres usaha calon nasabah akan mempengaruhi lancar tidaknya 

pengembalian dana pembiayaan. Penilaian aspek ini dapat 

menentukan kemampuan nasabah dalam memasarkan produk 

sehingga dapat terlihat rencana baik tidaknya hasil usahanya. 
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d. Aspek legal 

Bentuk perizinan dalam mendirikan usaha juga merupakan 

bagian dari analisis pembiayaan. Selain legalitas pendirian usaha 

penilaian juga dilakukan pada legalitas angunan.  

Hal yang perlu diperhatikan dalam analisa pembiayaan adalah 

kemauan dan kemampuan nasabah untuk dapat memenuhi kewajiban 

serta mampu memenuhi aspek ketentuan syariah. Begitupun dengan 

perbankan syariah, dalam menyalurkan pembiayaan penetapan piutang 

tidak boleh melebihi limit yang ditentukan, harus memenuhi kewajiban 

dengan menjalankan prinsip dan cara-cara yang tidak merugikan 

lembaga dan kepentingan dari nasabah yang telah menaruh 

kepercayaanya kepada Bank syariah.
32

 Analisa pembiayaan merupakan 

salah satu cara untuk meminimalisir risiko pembiayaan. Pentingnya 

analisa pembiayaan yaitu sebagai alat untuk menyaring kemungkinan 

adanya peluang pembiayaan bermasalah . Berikut adalah tahapan dalam 

menyalurkan pembiayaan kepada calon debitur:
33

 

a. Tahap analisa pembiayaan, sebelum bank menyalurkan dana 

kepada debitur bank melakukan proses analisi atas permohonan 

pembiayan calon debitur penerima fasilitas; 

b. Tahap selanjutnya yaitu merupakan tahap dokumentasi pembiayaan 

dimana pada tahap ini bank membuat perjanjian pembiayaan yang 
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disertai dengan pengikatan agunan untuk penyaluran pembiayaan 

kepada calon debitur: 

c. Setelah penandatanganan perjanjian oleh kedua belah pihak, maka 

dapat dikatakan dokumentasi pengikatan agunan pembiayaan telah 

selesai sehingga, debitur berhak menggunakan pembiayaan sampai 

jangka waktu yang telah disepakati berakhir. Bank syariah akan 

melakukan monitoring guna untuk menjalankan proses pengawasan 

dan pengamanan pembiayaan. 

d. Tahap terakhir dalam pembiayaan adalah penyelamatan dan 

penagihan pembiayaan. Bank akan mengelompokkan debitur yang 

masuk dalam kriteria pembiayaan lancar, kurang lancar dan macet 

untuk dipulihkan kondisinya agar risiko dapat diminimalisir. 

Risiko pada hakikatnya merupakan hal yang memiliki dampak 

secara negatif terhadap suatu perusahaan namun, pencegahan tersebut 

dapat dilakukan dengan meinimalisir risiko yang mungkin terjadi. 

Berikut adalah alternatif yang dapat digunakan oleh seorang manajer 

dalam mencegah dan mengelola risiko:
34

 

1) Menghindari risiko (risiko avoidance) 

2) Pengendalian risiko (risk control) 

3) Penangguhan risiko (risk retention) 

4) Pengalihan risiko (risk transfer)  
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